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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG
ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL

SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan :

OLEH PERGURUAN TINGGI DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi
Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan
Pengembangan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan lImu Pengetahuan dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4219);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ALIH TEKNOLOGI
KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN
TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN.

BABI ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan
atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri
maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau
sebaliknya.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi,
data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan
pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau
hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik
kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan
yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi,
manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah
ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut
lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan
penelitian dan/atau pengembangan.

Pemerintan Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas
Presiden beserta para menteri.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah
otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

7. Kekayaan . . .
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7. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir
karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa
dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu
pengetahuan, seni dan sastra.

8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan
intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian
hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang
diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

9. Menteri adalah menteri yang membidangi penelitian,
pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih
teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan
pengembangan Yyang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sejauh tidak bertentangan
dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kewajiban mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta
hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dilaksanakan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

BAB II ...
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BAB Il
TUJUAN

Pasal 4

Tujuan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan
penelitian dan pengembangan adalah :

a.
b.

(1)

()

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan
masyarakat dan negara.

BAB Il
KEPEMILIKAN

Pasal 5

Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan
pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang yang
dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
merupakan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Dalam hal pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai sebagian oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan sebagian oleh pihak
lain, kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan yang dihasilkan merupakan milik Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah dan pihak lain yang bersangkutan
secara bersama.

(3) Pemilikan ...
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(3) Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil
kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan melalui perjanjian bersama perguruan
tinggi dan lembaga litbang dengan pihak lain yang membiayai
sebagian kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perguruan tinggi dan lembaga litbang tidak dapat mengalihkan
pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada
pihak lain.

Pasal 7

Pemilikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas kekayaan
intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak menghilangkan hak bagi
pelaksana kegiatan, perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang untuk
memperoleh pengakuan dan/atau imbalan atas kekayaan intelektual
serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

(1) Pemilikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas
kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah untuk menentukan dan mengatur pemanfaatan kekayaan
intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

(2) Penentuan dan pengaturan pemanfaatan kekayaan intelektual serta
hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), secara nasional dikoordinasikan oleh
Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 9 ...



